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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XXI/2023 PERIHAL 

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA 

KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 
 

14 APRIL 2023 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Jumat, 14 April 2023, pukul 11.04 WIB, Mahkamah Konstitusi 

telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut UU 

33/2014) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang 

Pengucapan Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI 

dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 33/2014 dan Perppu 2/2022 dalam perkara 

Nomor 18/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Rega Felix untuk selanjutnya disebut 

sebagai  Pemohon. 
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C. PASAL/AYAT UU 33/2014 DAN PERPPU 2/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 34 ayat (2) UU 

33/2014 dan Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 

(2) “Dalam hal sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 

(2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan 

Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.” 

 

Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 

“Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui 

penetapan kehalal Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan 

ketentuan Fatwa Halal.”  

 

Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 

“Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan 

kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite 

Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.”  

 

D. BATU UJI 

Bahwa pasal-pasal UU a quo dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 

28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 

merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian UU 33/2014 dan Perppu 2/2022 dalam permohonan a 

quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama 

permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 

ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat 

penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, telah ternyata Perppu 

2/2022 telah disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang, in casu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856 (UU 6/2023).  

 

[3.12] Menimbang bahwa dengan adanya perubahan status hukum Perppu 

2/2022 telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023, secara normatif, objek 
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yang dimohonkan, in casu norma Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 

Perppu 2/2022 telah kehilangan bentuk hukumnya sebagai produk hukum yang 

dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap 

permohonan yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 

19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 harus dinyatakan telah 

kehilangan objek.  

 

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (2) 

UU 33/2014 yang menyatakan, “Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH 

mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai 

dengan alasan”, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

norma Pasal 33 ayat (2) UU 33/2014 yang telah diubah dalam Perppu 2/2022 dan 

kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023, sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (2) 

merupakan suatu syarat mutlak (conditio sine qua non) diberlakukannya 

ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Namun demikian, oleh karena norma 

Pasal 33 ayat (2) telah diubah dengan Perppu 2/2022 dan dalam 

perkembangannya Perppu a quo telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023 

yang menyebabkan pengujian terhadap Perppu dimaksud telah kehilangan objek, 

maka Mahkamah tidak dapat menilai secara komprehensif perihal 

konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Dalam batas penalaran 

yang wajar, hal demikian terjadi yaitu pada satu sisi penilaian terhadap 

konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 hanya mungkin 

dilakukan secara komprehensif dinilai bersama-sama dengan norma Pasal 33 

ayat (2) Perppu 2/2022 karena kedua norma tersebut saling berkaitan. 

Sementara di sisi lain, Perppu 2/2022 telah kehilangan objek. Dengan demikian, 

karena Perppu 2/2022 telah kehilangan objek, menurut Mahkamah dalil 

Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 

33/2014 menjadi kabur atau setidak-tidaknya prematur.  

 

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 

atas, oleh karena norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 

Perppu 2/2022 telah kehilangan objek dan penilaian terhadap norma Pasal 34 

ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidak-tidaknya prematur, Mahkamah 

belum dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya 

dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 

ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945.  

 

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.  
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F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan Putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 18/PUU-IXX/2023 yang menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal UU 

a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 
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